
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN 

1 , 1 

PEKATUEAH DAERAH KAHJPATEM DAERAH TINGKAT I I PACITAN 
\ NOMOR 6 TAHUM 1996 

• TENTANG 

PENGGUNAAN PERALATAN DAN LADOEATOHIUM PEKERJAAN UMUIl 
YANG DIKUASAI OLEH PEMERIIITAH KABUPATEN 

i DAERAH TINGkAT I I PACITAN 
'"A . 

DENGAN EAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I I PACITAN 

I 

Menlmbang : a. bahwa dalam rangka menlngkatkan pelayanan dlbidang 
pekerjaan umum, Pemerlntah Daerah telah menambah 
f a s l l l t a s peralatan dan laboratorium yang da pat 
dlgunakan oleh plhak ketlga ; 

• • ' ""^^ • ; , y 
b. bahwa agar penggunaan peralatan dan laboratorium 

dlmakeud pada huruf a Konnlderan Kenlmbang I n i 
, dapat terk c n d a l l dan t e r t l b , maka dlpandang perlu 
mengatur dan menetapkan ketentuan penggunaannya 
•dalam suatu Peraturan Daerah ; 
• ... ! ." •-

o. bahwa dengan dlatumya ketentuan penggunaan 
peralatan dan laboratorium oebagaimana dimaksud 
pada huruf b Konolderan Menimbang i n i , maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat , I I 
Pacitan Nomor 21 Tahun 1976 don Nomor 27 Tahun 

' 1933 • yang kedua-duanya mengatur ten tang pemakaian 
barang-barang dan * penggunaan mesln g i l a s i a l a n 
yang dlukuasai oleh Pemerlntah Kabupaten Daerah 
Tingkat I I Pacltan, dlpandang perlu untuk dicabut. 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Fembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Llngktuigan Propinal Jawa Timur ; 

2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang 
Peraturan Umum Retribusi Daerah ; 

» 
3- Undang-xmdang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Pemcrlntahan d i Daerah ; 
4. Peraturan Pemerlntah Nomor 5 tahun 1975 tentang 

* Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan 
* Keuangan Daerah ; 



5. Peraturan Pemerlntah Nomor 14 Tahun 1087 tentang 
Fenyerahan Sebagian Urusan Pemerlntah dibldang 
Pekerjaan Umum kepada Daerah Tingkat I dan Daerah 
Tingkat I I ; 

6. Peraturan Pemerlntah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 
Koordlnaal Eeglatan Inatanai V e r t i k a l d l Daerah ; 

7. Peraturan Pemerlntah Momor 45 tahun 1992 tentang 
Penyelenggaraan Oton<»al Daerah dengan T i t i k Berat 
Pada Daerah Tingkat I I ; 

Q. Perattiran Henteri Dalam Negerl Nomor 4 tahun 1979 
tentang Pengelolaan Barang H l l l k Pemerlntah 
Daerah ; 

9. Peraturan Henteri Pekerjaan Umum Ntmior 
585/KPTS/198a Jo. Nomor 51/KPTS/1089 t e n t ^ 
Pedranan Penggunaan Peralatan d i Llngkungan 

• Departemen Pekerjaan Umum ; ' 
7-. - • 

10. Keputusan Henteri Dalzua Negerl Nomor 84 Tahun 1993 
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan 
Daerah Perubahan ; 

11. Keputusan Henteri Dalam Negerl Nooior 85 Tahun 1993 
tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau 
Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu ; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I I 
Paoitan Nomor 7 tahun 1988 tentang Penyldik 
Pegawal Negerl S l p i l d l Llngkungan Pemerlntah 
Kabupaten Daerah Tingkat I I Pacltan. 

i - . • -

Dengan persetujuan Dewan Fervakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat I I Pacitan ; 

I H E H U T U S U K A N 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I I PACITAN 

TENTANG PENGGUNAAN PERALATAN DAN LABORATORIUM 
' PEKERJAAN UMUM YANG DIKUASAI 0U3I PEMERINTAH 

KABUPATEN DAERAH TINGKAT I I PACITAN. 

B A B I 
]. KETENTUAN UMUM 
* Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah I n l yang dlataksud dengan : 
* . . ' • • • • . 

a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat ,11 
Paoitan ; . 
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b. Pemerlntah Daerah, adalah Pemerlntah Kabupaten 
Daerab Tingkat XI Pacltan ; 

• - i • 
c. Bupati Kepala Daerah, adalah K i p a t l Kepala Daerah 

Tingkat I I Pacltan ; 
•'• • i V . 
d. Devan Perakllan Rakyat Daerah, adalah Dewan 

Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 
I I Pacltan ; ; 

a. Dlnas Pekerjaan Utoum Daerah, yang selanjutnya 
disebut DFU, adalah Dlnaa Pekerjaan Umum Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat I I Pacltan ; 

i , , 
f . Peralatan,-adalah peralatan berat untuk keperluan 

pembangunan pekerjaan umum yang dikuasal oleh 
Pemerlntah Daerah ; ' 

g. Laboratorium, adalah tempat Ihusus besarta 
peralatannya untuk melakukan p e n l l l t l a n teknlk 
pekerjaan umum ; 

h. Operator, adalzdi petugas yang mengoperaslkan 
peralatan sesuai dengan bldang keahliannya ; 

1. Petugas, £idalah pegawal dillngkungan Pemerlntah 
Daerah yang dltugaskan oleh Bupati Kepala Daerah 
atau Pejabat yang dltunjuk untuk menalakaanakan 
pengendallan, pengawasan, penertlban serta 
bertanggung Jawab atas pendayagunaan peralatan 
dan atau laboratorium dan melaporkan kepada Bupati 
Kepala Daerah atau Pejabat yang dltunjuk atas 
pemakaian peralatan dan laboratoriilpt ; 

J. Fengawas peralatan dan atau laboratorium, adalah 
petugas yang mengawasi dan menyampalkan laporan 
kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang 
dltunjuk atas pemakaian peralatan .dan 
laboratarium ; 

k. Femakai, adalah setlap orang atau badan hukum yang 
menggunakan Jasa peralatan dan atau laboratorium ; 

i • • • 1 
* ' ~ '• 

1, Curat I z i n , adalah surat yang dlksluarkan oleh 
Bupati Eepala Daerah atau Pejabat yang dltunjuk 
kepada peetakai untuk menggunakan peralatan dan 
atau laboratorium ; 

i • • " • 

m. Bas i l teat laboratorium, adalah h a a l l pemerlksaan 
d i laboratorium yang dlsahkan oleh Pejabat 
yang dltunjuk ; 

n. Pejabat yang dl t u n j u k , adalah Pejabat yang 
dltunjuk oleh Bupati Kepala Daerah untuk 
melaksanakan tugas sesuai dengan fungal : dan 
tugas pokok Instanalnya. 



1 

n 4 

B A B I I 
KETENTUAN PENGOJNAAN 

Pasal Z 
! ' 

(1) Pemerlntah Daerah menyedlakan Jasa peralatan 
dan laboratorium yang dapat dipergunakan oleh 
setlap orang atau badan hukum yang membutuhkan 
untuk keperluan pembangunan, sepanjang tldak 
dipergunakan untuk kepentlngan Dlnas ; 

(2) Untuk dapat menggunakan Jasa peralatan dan 
laboratorium dimaksud pada ayat (1) pasal i n i , 
t e r l e b l h dahulu harus nengajukan penuohonan 
secara t e r t u l i s kepada Bupati Kepala Daerah atau 
Pejabat yang dl t u n j u k dengan menglsl forroullr 
yang telah disedXakan ; 

* 

<3) Bentuk dan ketentuan Curat I z l n l e b l h l a n j u t akan 
dltetapkan oleh Bupati Eepala Daerah. 

; Pasal 3 

(1) Penggunaan peralatan atau laboratorium 
dllaksanakan pada Jam dlnas ; 

(2) Apablla penggunaan peralatan atau laboratorium 
meleblhl Jam dlnas yang dltentulcan, kepada 
pemakal dlbebani blaya tamibahan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku ; 

t 
(3) Pengguna2U] peralatan makslmal 7 (tujuh) Jam 

per h a r i ; 
(4) Penggunaan peralatan selama 1 (satu) bulan 

dlhltung 25 (dua puluh lima) h a r l . 
j Pasal 4 

Traas]?orta8l penggunaan peralatan dan operator atau 
petugas ke lokasi proyek atau p e n e l i t l a n untuk 
pengambilan bahan (sample) ke lolcasl proyek 
menjadl tanggungjawab pemakal. 

B A B I I I 
KEHAJIBAN PEMAKAI 

i Pasal 5 
i 

Setlap pemakal diwajlbkan untuk : 
i 
s 

a. menjaga dengan sebalk • — balknya keamanan 
peralatan yang dlpakal ; 

1 

b. memellhara dan nenyediakan bahan bakar serta 
mlnyak pelumas dan keperluan lainnya sesuai 
dengan kebutulian perlatan dimaksud ; 

4 

I 

t 

! • 
• i 
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c. Bienanggung blaya perbalkan ataa semua kertisakan 
peralatan pada eaat dipergunakan oleh pemakal, 
dengan ketentiian : ' f t ; 

1) kerusakan | peralatan yang mene^an ], blaya 
perbaikan 'makslmal, sebesar Rp. !̂  300.000,00 
( t i g a ] r a t i i s - r l b u rupiah), nenjatll t^ggung 
Jawab ;piha£ pemakal 

2) apablla blaya perbaikan dimaksud pada angka 1) 
huruf i c pasal I n l l e b l h d a r l X^.f 30^.000,00 
( t l g a i ratiia r l b u rupiah), untuk| seleblhnya 
menjadl tanggung Jawab bersama ahtara plhak 
pemakal dan Pemerlntah Daerah, maalng-maslng, 
sebesar 50;!% (lima puluh perseratus) If' 

i 

d. memberIkan 
dlgunakai| 
p e n e l i t l a n 
peralatan 
pengawas^ 
peralatan 

dan 
penjelasan ataa 
bahan-bahan yang 

peralatan yang 
sedahg dladakan 

papablla sewaktu-waktut pengawaa 
atau pengawaa laboratorium^ mengadakan 
secara langsung terhadap | penggunaan 
atau bahan-bahan yang sedang c^ladakan 

p e n e l i t l a n serta mentaati petunjuk d a r l 
peralatan atau pengawaa laboratorium. | pengawaa 

{ i 
Pasal 6 '-1 

Apablla sewaktu^rwaktu Pemerlntah Daerah] memerlukan 
peralatan fyang!: dlgunakan oleh pemakal, | yang 
bersangkutah harus menyerahkan dan r e t r i b u s i yang 
telah : dlbayar dlperhitungkan kembali sesuai \ dengan 
Jangka waktu yang dipergunakan. f 

(1) 

: i f B A B IV 
. 1 I KETENTUAN RETRIBUSI 

- -\ i - Pasal 7 
. ' i A 

I 7 • 
Atas penggunaan peralatan dan atau 
dlkenakan r e t r i b u s i ; 

f 

Laboratorium, 

(2) Pembayaran r e t r i b u s i atas penggunaan peralatan 
dan atau Laboratorium, dlbayar dlmuka melalul 
Bendaharawanr Khusus Penerlma dan dimasukkan ke 
Kas Pemerlntah Daerah sesuai peraturan perundang-
undangaij yang berlaku'; ff f 

I ''i ' I :? 
(3) Besamya r e t r i b u s i atas penggunaan p e p a l a t ^ dan 

atau Laboratorium dimaksud pada ayat^ ( l l pasal 
I n l , s^bagaimana tercantum dalam lampiran 
fSan merupakah bagian yang tidak terplbahkaU d a r l 
Peraturan Daerah i n l . A 

(4) Pembayaran r e t r i b u s i untuk penggunaan pe^ralatan 
dlhltung sesuai masa berlakunya s u r a t ] I z l q . 

a' 



1 

; m A m ; 

Pasal a 

(1) Pendapatan m t r l b u s i dlioalisud dalam pasal ̂  7 
Peraturan Daerah I n i ditambah 25 % (dua puluh 
lima perseratus) untuk biaya pemaliharaan ; 

i . ' • . _ " - " 

(2) Diaya pemeliharaan dimaksud pada ayat (1) pasal 
I n l dapat dlgunakan langsung oleh Dlnas yang 
bersangkutan. 

r Pasal.0 ' 

(1) Kerlnganan pembayaran r e t r i b u s i terhadap 
penggunaan peralatan dan atau laboratorium 
dapat diajukan secara t e r t u l i s kepada Bupati 
Kepala Daerah ; 

(2) Bupati Kepala Daerah dapat nengabulkan atau 
menolok sebaglan atau seluruhnya permohonan 
kerlnganan dimaksud pada ayat (1) pasal I n l , 
setelah raendapat pertlmbangan d a r l pejabat yang 
d i t u n j i i k . 

* -

B A B V 
KETENTUAN PIDANA 

' i Pasal 10 
(1) Tindak pidana terhadap ketentuan sebagalmana 

dlioaksud dalam pasal 3 dan pasal 5 Peraturan 
Daerah i n l dlancam dengan pidana kurungan 
selama-lamanya 3. ( t l g a ) bulan atau denda 
sebanyak-banyaknya, sebesar Bp. 50.000,00 (lima 
puluh r l b u rupiah), dan I z l n yang telah 
dlkeluarkan dicabut'; ^ 

(2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal i n i 
b e r s l f a t pelanggaran. ' 

i B A B VI 
? KETENTUAN PENYIDIKAN 
i Pasal 11 

(1) Selain oleh Penyldik Umum, penyidlkan atas tindak 
pidana sebagalmana dimaksud dalam pasal 10 
Peraturan Daerah i n i dilakukan oleh Penyldik 
Pegawal Negerl S l p l l d i llngkungan Pemerlntah 
Daerah yang pengangkatannya dltetapkan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku ; . ; 

(2) Dalam melaksanakan penyidlkan, Penyldik 
sebagalmana dimaksud . pada ayat (1) pasal '.. I n i 
nempunyal wewenang : 
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• t 
a. nenerlna laporan atau pengaduan d a r l seseorang 
i tentang adanya tindak pidana ; 
i • • 

b. melakukan tlndakan pertana pada saat I t u 
I dltempat kejadian dan melakukan pemerlksaan ; 

c. menyuruh . berhenti eeorang .. tersangka dan 
i memerlksa tanda pengenal d l r l tersangka ; 1 

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ; < 
i . ' > 

e. Biengambll s l d l k J a r l dan memotret seseorang ; 
f . memanggll orang untuk dldengar untuk diperlksa 
' sebagai tersangka atau saksl ; 

g. mendatangkan orang a h l l yang dlperlukan dalam 
; hubungannya dengan pemerlksaan tersangka ; . 

h. mengadakan penghentlan penyidlkan setelah 
mandapat petunjuk d a r l Penyldik, bahwa tldak 
terdapat cukup b u k t l atau perlstlwa 
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan 
selanjutnya melalul Penyldik memberitahukan 

! hal tersebut kepada Penuntut tkoum, tersangka 
dan keluarganya ; 

< , -

i . mengadakan tlndakan l a i n menurut hukum yang 
; dapat dlpertanggungjawabkan ; 

• • t . . . . , '• 

(3) Pejabat Penyldik Pegawal Hegerl S l p i l membuat 
Berita Acara setlap tlndakan tentang : 

a. pemerlksaan tersangka ; 
b. pemasukan rumah ; 
c. penyitaan benda ; 
d. pemerlksaan surat ; 
e. pemerlksaan Saksl ; 
f . pemerlksaan d l tempat kejadlan dan 

i Dionglrlmkan kepada Kejaksanaan Negerl dengan 
j tembusan kepada Kepolisian Negara Republlk 
> Indonesia. 

; B A B , V I I 
; KETENTUAN PERAUHAN DAN PENUTOP 
! Pasal 12 
( - •" • • . • 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah i n i , maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I I Pacltan 
Nomor 21 Tethun 1976 tentang Pemakaian Barang-barang 
yang dikuasal oleh Pemerlntah Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat I I , Pacltan dan Peraturan Daerah Nomor . 27 
Tahun 1983 tentang Penggunaan Meain Gilas Jalan yang 
dlkuaaal oleh Pemerlntah Kabupaten Daerah Tingkat '- I I 
Pacltan beaerta soluruh Peraturan Daerah pembahannya 
dlnyatakan dicabut dan tidak berlaku l a g l . > 



« G ™ . 
Pasal 13 

Ila l - h a l yang belum cukup d l a t u r dalam Peraturan 
Daerah I n i . sepanjang mengenai pelakoanaannya, akan 
dl a t u r l e b i l i l a n j u t oleh Bupati Kepala Daerah. 

i ' ' • ^ 

Pasal 14 

Peraturan Daerah I n l mulal berlaku pada 
dlundangkan. 

tanggal 

Agar I setlap orang nengetahulnya, nemerlntalikan 
pengundangan Peraturan Daerah I n l dengan 
menempatkannya dalam Lenibaran Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat I I Pacltan. 

Dltetapkan d l 
T a n g g a l 

P a c l t a n 
14 - 2 - a^-^i 

DEWAN̂ Êf̂ JAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABDP 3AERAI? TINGKAT I I PACITAN 

•ALA DAERAH TINGKAT I I 
'̂ ffê A C I T A N 



LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
DAERAH TINGKAT I I PACITAN 
NOMOR : 6 TAHUN 1996 
TANGGAL : 14 - 2 - 1996 

DAFTAR BESARNYA RETRIBUSI MASING-HASING PERALATAN 

NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 
8 
S 
10 
11 
12 

13 

14 
15 

KAMA / JENIS 
PERALATAN t 

2 

Meain Gilas MGB I , 
2,6 Ton I 
Mesln Gilas MGB I , 
2,5 Ton ; 
Mesln Gllaa MGB I . 
2,5 Ton 
Mesln Gilas MG 6, 
6 - 0 Ton 
Mesln Gilas MV 6, 
6 - 8 Ton 

Sda, 
Sda. 
Sda. 
s c l a . 

Tendem Roller 
Motor Grader IS3 3 H 
Ti r e Roller Sakal TS 
7409 
Whell Loader IX 300, 
1, 2 M3 ! 
Daihatsu DT. 2,5 M3 
Backhoe Loader 0,75 
M3 



LAHPIRAN I I PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN 
DAERAH TINGKAT I I PACITAN 
NOHOR : 6 TAHUN 1996 
TANGGAL : 14 - 2 - 1996 

DAFTAR BESARN7A RETRIBUSI MASING-HASING PERALATAN LABORATORIUM 

NAHA / JKHIS 
FENELITIAH 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
9 
IC 

13fl 

14 
15 

FENELrriAN BAHAH JALAH 
Analisa sarlzigaa ; 
Berat Jenia scrap asgreeat 
Pemerlksaan berat I s l 
Dilar ltmj«r dan Itmp&oa 
Organik aggregat halos 
Kadar air aggregat 
Kelekatan terbadap asxbal 
Extraction test asphal ter 
•asuk pengaabllan sai^tlea 
Bor lapis penetraal borda/ 
burtu 
Asphal compactlm test 
Care d r i l l i n g test laston 
•arshall teat 
Kepadatan lapongaa (DCF) 
untuk IPB/LPA badan/babu 
Jalan 
Laboratory SM test 
Sand cone test j 

I I I FOfELITIAN TAKAH (GED TEKNIK)} 
1 I Pemeriksaaa kadar air 
2 i Plcknometer/berat Jenls 
3 I Test atterfaerg ( 
4 I Aaaltsa Saringan j 
5 n Hrdrcoeter toot 
8 I Kaosolldatloa teat 
7 I Derset shear test; 
8 n FeraeabeUty i 
9 fl laboratory CBS test 
10 Pemerlksaan berat I s l 
11 Coapak toon standort test 
12 CbnpaUioQ midlf led teat 
13 Speedy loistur ccsitalt'a 
111 Hand bor kapasltaa max aa*̂  
15[| Penganbilan coatoh tanah 
16(1 Zcmder rlngan t 

1 Contoh 
I T l t l k 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 

Contoh 
Contoh 
Contoh 
Contoh 
Contoh 
Contoh 
Cmtoh 
Contoh 
Contoh 
Contoh 
Contoh 
Contoh 
Contoh 
Hari 
aoter 
T l t l k 
Contoh 

SEMA PES HARI I BIACA PEMELI 
( BP } I ( K ) 

7.500,00 
7.500,00 

3.200,00 
4.500,00 
7.500,00 
10.000,00 
24.500,00 
30.000.00 
27.000,00 
12.500,00 
7.500,00 
3.500,00 
30.000,00 
30.000,00 
5.000.00 
14.000,00 
6.500,00 
72.000,00 
5.000,00 

1 Coatoh j 10.000,00 25 X kolon 4 
1 Ccmtoh 1 8.000,00 sda 
1 Ccmtoh I 8.000,00 sda 
1 Cbntoh 8 fi.000,00 nda 
1 Cbnt^ih 1 5.000,00 sda 
1 Contoh 1 5.000,00 sda 
1 Contoh 1 6.500,00 sda 
1 Coatoh 1 10.000,00 sda 
1 T l t l k 1 3.500,00 sda : 
1 T l t l k 1 10.000,00 sda 
1 T l t l k 1 7.500,00 sda 
1 Ccmtoh 1 55.000,00 sda 
1 Tl t l k 1 S.000,00 sda 

ada 
sda 

sda 
ada 
ada 
sda 
sda 
sda 
ada 
sda 
sda 
sda 
sda 
sda 
sda 
sda 
sda 
sda 
sda 

( I 
t 
1 



= 2 = 

IIIR lABCRATQRIItl BEICM 

1 
2 
3 
4 
5 

Hlx design beton (JMF) ! 1 
Analisa saringan ; y ' ̂  
Srenght Ccmpresaive beton/, H i 
loiat tekan hancur beton I 
Slimp test ; 1 
HaMer test I) : 1 

Contoh 
Ccmtoh 
Contoh 
Ccmtoh 
Contoh 
Tit i k 

OB 4 

DEWAN FERHAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUP£I^|>AERAH TINGKAT I I PACITAN 

BUFATI^dlEPALA DAERAH TINGKAT I I 
'̂̂ ^SpiTi.xC I T A N 

.̂V̂ -Za U/T 3 I P T o 



I 
f 

P B K J E L A S A N 
A T A S 

FERAOUEAN DAERAII KABUPATEN DAERAH TINGKAT I I PACITAN 
: NOMOR 6 TAHUN 1996 
I 

TENTANG 
PENGGUNAAN PERALATAN DAN LADORATORIUM PEKERJAAN UMUM 

YANG DI KUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN 
I DAERAH TINGKAT I I PACITAN 

I . PENJELASAN UMUM 

Dalaa rangka taenlngkatkan pelayanan kepada naeyarakat 
dibldang pekerjaan umum, Pemerlntah Daerah telah melengkapl 
earana dan prasarana berupa peralatan berat dan laboratorium 
untuk p e n e l i t l a n teXnlk. Pada dasarnya penggunaan peralatan 
berat dan laboratorium dimaksud hanya dlperuntukan bag! 
kepentlngan Dlnas. Namun tldak menutup kemungkinan bagi warga 
masuyarakat utamnya para pengusaha pcmborongan untuk menggunakan 
peralatan dan atau laboratorium dimaksud. 

SeJalan dengan adanya kemungkinan bagi warga masyarakat 
untuk dapat menggunakan peralatan dan labortorluia dimaksud, maka 
dalam rangka; memberikan landasan hukum, Pemerlntah Daerah 
mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur ketentuan-ketentuan 
mengenai penggunaannya. 

i ' • 
Disamping pengaturan tentang penggunaan peralatan dan 

laboratorium dimaksud, d i dalam Peraturan Daerah I n i d l a t u r pula 
mengenai pencabutan 2 (dua) Peraturan Daerah, y a i t u Peraturan 
Daerah Nomor ' 21 Tahun 1976 mengatur tentang Pemakaian 
Barang-barang dan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1083 mengatur 
tentang Penggunaan Mesln Gilas Jalan. Pencabutanini dilakukan, 
mengingat bahwa Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1976 obyeknya 
saat i n i sudah tldak ada, seperti Jasa pGnQgl.line3n pad! dan 
Jasa angkutan'dengan menggunakan truck. Sedang untuk Peraturan 
Daerah Nomor 27 Tahun 1933 muatan materinya telah d l a t u r kembali 
sebagalmana tertuang dalam Peraturan Daerah i n i . 

I I . PENJELASAN PASAL D ^ I PASAL 

Pasal 1 huruf as/d e : Cukup Jelaa. 
< 

huruf f : Peralatan berat yang dikuasal oleh 
i Pemerlntah Deerah Jenisnya 

sebagalmana tersebut dalam Lmpiran 
I Peraturan Daerah i n i . 

huruf c s/d n : Cukup Jalas. 
Pasal 2 ayat (1) : Penggunaan peralatan dan atau 

I laboratorium ivida dasaamya hanya 
! dlperuntukan bagi kepentlngan 
j Dlnas. 

ayat (2) dan (3) : Cukup Jelas. 



Pasal 3 ayat (1) 

ayat (2) 

ayat (3) 

Pasal 4 

Pasal 5 huruf a dan b 

huruf c angka I ) 

huruf c angka 2} 

huruf d 

Pasal 6 

Pasal 7 ayat (X) dan (2) 

Pasal 0 ayat (1) 

ayat (2> 

: Pengertlan Jan Dlnas, adalah Jam 
Dinaa sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan ;yang 
berlaku. 

: Ketentuan besarnya uang makan dan 
uang lembur bordasarkan peraturan 
yang mengatur tentang penberian 
uang makan dan uang lembur, ]yang 
masing-masing peraonil besarnya 
disesuaikan dengan tingkat golongan 
pegawal yang bersangkutan. 

Ketentuan i n i l e b l h l a n j u t ] akan 
dl a t u r dan dltetapkan oleh Bupati 
Kepala Daerah. 

: Ccukup Jelas. 

: Cukup Jelas. 

: Cukup Jelas. 

: Cukup Jelas. 

: Demi rasa keadilan don mengingat 
besamya blaya perbaikan, ! maka 
kulcbihon biaya d a r l standar yang 
t e l a h dltetapkan, ditanggung 
bersama antara pihok ketiga dan 
Pemerlntah Daerah,masing-masing 
sebesar SO % (lima puluh 
perseratus). 

: Cukup Jelas. 
Cukup Jalas. 

Cukup Jolas. 

Biaya i>eiaeeliharaan i n l hanya 
khuFTus bagi penggunaan 
laboratorium, mengingat biaya 
pemaliharaan yang disediokan APBD 
hanya s e d i k i t . 

Bentuk d a r l ketentuan ayat i n i 
l e b l h l a n j u t akandiatur i dan 
dltetapkan oleh Bupati l^pala 
Daerah. 

Pasal 9 s/d 14 : Cukup Jelas. 


